PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK MELALUI PENGADILAN by HARIYANTO SETIAWAN, 039413936
1(< tJ) I1"" I:' f FV'<i4 ;-~,:, r.. A H ~ 
SKRIPSI 
HARIYANTO SETIAWAN 






\. '1":.~,~,,~ ,1 ~~1.. ,~ 
~4-"" -",~ •• \ \",1':,_ /'~, . ~:1f.." t ~ 
FAKULTAS HUKUM ••_AO AIRLANGGA 
SUR.UAYA 
1998 









Diajukan untuk Melenpapi Tugas dan 

Memenuhl Syarat-sy:arat untuk Mencapai 

Gelar Sa:rjana Hukum 

-~~::~ ~ ~ '4.' ,::: ,,' "_,'. io" 
L SURAD/,V"
,_,;.4 - ••---~-!:---:. 




Sri Handajani. S.H., M.Hum Hartyanto Setiawan 
NIP. 130 809 089 NIM.039413tH 





------- 'wnH'W "H'S 'tAOWItUIIS ...80S ..u .... oA 
-
'S'W "H'S ·u.WSJ1 
'SW "H'S 'A.IP"eow 'fH 
'wnH'W "H'S ',uerlrpueH ,JS eao88uy 




Berdasarkan pada uraian pembahasan di alas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Bank dalam menyelesaikan kredit macetnya yang dati tabun ke tahun 
semakin besar jumlahnya dengan menggunakan sarana pengadilan dapaJ 
melakukan upaya-upaya yang disediakan hnkum" Upaya-upayn tersebut 
terdiri atas sornasi, permohonan eksekusi grosse akta bipotik dan surat 
pengakuan hutang notariil, pengajuan gugatan yang disertai dengan 
permohonan sita jaminan, dan peIjanjian perdamaian. Upaya hukum yang 
pertarna, yaitu somasi dapat dilakukan oleh bank, apabila dalam peIjanj,iim 
kredit tidal ditentukan jangka wakru pelunasan hntangikredit oleh debirur, 
" dan kekuatan dati somasi dalam menyelesaikan kredit macet tergantung 
pada itikad bail dari debitur" Dan upaya hnkum yang kedua adalah 
permohonan eksekusi grosse akta rupotik dan sura! pengakuan hutang 
notariiL Upaya ini OOpat dilakukan oleh bank apabila sebelumnya dalam 
perjanjian kredit, bank telah membebani barang agunan milik debitur 
dengan hipotik, dan dalam tarafpenyelesaian kredit, yaitu melelang barang 
agunan milik debitur, bank hams memperoleh perserujuan dan pengadilan 
terlebih OOhulu, tanpa melakukan proses persidangan. Scrta upaya hukum 
yang ketiga adaIah pengajuan gugatan yang disertai dengan sita jaminan. 
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Upaya ini dapat diJakulcan oleh bank, apabila dengan cam somasi atau atas 
kekuatan dari perjanjian ktedit, yaitu telah ditentukannya Jangka waktu 
pelunasan kredit dalam perjanjian, debitur tetap tiM mall melunasi 
hutangnya sedangkan debitur sebenarnya masih mempunyai barta 
kekayaan lain yang tidak dapat dikuasai oleh bank atau sengaja 
disembunyilcan oleh debitur. Dan untuk menjamin akan dikabullcannya 
surat gugatan bank oleh pengadilan, maka bersama-sama dengan surat 
gugatan dapat disertakan permohonan sita jaminan terhadap bamng milik 
debitur. Upaya yang keempat dari bank dalam menyelesaikan kredit macet 
melalui pengadilan adaJah dengan perd!unaian di pengadilan. Upaya ini 
dapat dilakukan oleh bank apabila debitur setuju melakukan pen::iamaian di 
pengadiJan tanpa barns menempuh proses peradilan. 
b. 	 Di dalam praktek penyelesaian !credit macet meIalui pengadiJan, hank 
seringkali menga\ami bambatan-hambatan yang menyebabkan sulitnya 
untuk menarik kembali .kredit yang telah disalurkan lrepada debitur. 
Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan yang terkait dengan 
proses pengadilan, yaitu prosesnya sangat lama dan sikap apriori dari 
pengadilan, dan bambatan yang terkait dengan eksekusi agunan, yaitu 
campur tangannya Mahkamah Agung di luar proses pengadilan, serta 
hambatan yang terkait dengan eksekusi grosse aida petjanjian kredit ex 
pasal 224 HIR. yaitu adanya perbedaan ~siran antam dunia perbankan 
dan kalangM notaris, dengan ~~ Agung RI, terhadap substansi 
dati pasal224 HIR 
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2. 	 Saran. 
a. 	 Dari upaya-upaya yang disediakan oleh hukum kepada hank dalam 
menyelesaikan kredit macetnya melalui pengadilan, perlu diupayakan 
~omasjJteguran terlebih dahulu kepada debitur sebelum upaya pengajuan 
gugatan di pengadilan, dalam hal bank tidak menentukan jangka waktu 
pelunasan hedit. Hal ini karena disamping somasi dapa! elijadikan bukti 
authentik eli depan persidangan, dimungkinkan debitur dengan itikad baik 
mau memenuhiimelunasi kreditnya setelah mendapatkan teguran atau 
somasi dan pengaelilan. Dalam hal jangka waktu pelunasan kreelit telah 
ditentukan secara tegas dalam pe!janjian kredit, perlu juga diupayakan 
penyelesaian kreditnya dengan cara perdamaian eli depan pengaelilan. Hal 
. ini karena dengan perjanjian perdamaian akan terhindarkan dan proses 
penyelesaian perkara eli persidangan yang telah memakan waktu yang 
sangat panjang, dan kekuatan putusan perdamaian sarna dengan putusan 
hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan. dalam hal 
penyelesaian perkara (kredit macet) dengan menggunakan permohonan 
eksekusi grosse akta hipotik dan surat hutang notarii), maka bank dalam 
pembuatan grosse akta hipotik dan surat hutang notariil ex pasaJ 224 H!R 
hams mengacu pada syarat-syarat formal dan syarat-syarat materiil yang 
telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 
beberapa putusannya yang teljadi dalampraktek. Dengan berpedoman 
pada syarat-syarat yang telah elitetapkan oleh Mahkamah Agung Republik 
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Indonesia rersebut, bank dapat melalrnkan eksekusi penjualan leiang 

terbadap barang miJik debitur yang relab dijadikan agunan/jaminan. 

b. 	 Dntuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi bank dalam 
menyelesaikan masalah kredit maeetnya melalui pengadiJan dihampkan. 
•aparat penegak hukum, khususnya para hakim untu.k memiliki mutu etm, 

profesiooalisme. dan dedikasi yang tinggi. Dengan sifat yang demikian, 

maka sikap apriori dalam menyelesaikan perkara antara bank dan nasabah 

debitur, dan sikap cafupur tangan di luar proses peradilan terlmdap 

pelaksanaan eksekusi agunanljaminan tjdak akan teryaru kembali, serla 

asas peradiian yang sederbana, cepat, dan biaya yang ringan dapat 

terwujud.. 

